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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA

NOMOR9TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN

PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA.

a. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubatran Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka
perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

b. bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 10 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkart sebagaiman6
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik

IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang

Pembentukan Kabupaten Tor4ia Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Rebuplik Indonesia

Mengrngat

� .. ' 

BUPATITORAJAUTARA 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 

PRODUK HUKUM DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TORAJA UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka 
perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

b. bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja 
Utara Nomor 10 Tahun 201 7 ten tang Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 



Tahun 2008 Nomor l0l, Tambahan kmbaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) gelagairrana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tar.;Irahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan peraturan

(kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 ?ahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebegeirnana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri DaLam Negeri Nomor 8O Tahun
2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (L€mbaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 61);
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Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Rebuplik Indonesia Nomor 4874); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja 
Utara Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Toraja Utara Nomor 61); 
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Menetapkan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia utara Nomor 10
Tahun 2ol7 tentang Pedoman pembentukan produk
Hukum Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2Ol7 Nomor lO, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Nomor 82).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORA"'A UTARA

dan

BUPATI TORA"IA UTARA

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PEPSTUP-AN DA.FRAH KABUPATEN TOP-A.,IA UTAP-A
NOMOR 10 TAHUN 2OI7 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Torqia Utara Nomor 10 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Torqia Utara Tahun 2Ol7 Nomor 10. Tambahan
Iembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 82)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
^^t^^-^: I^^*:1-,+.Dsucr6cu r,rErlAlrlL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintatran Daerah adalatr penyelenggaraa-n

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-lua$tya dalam sistem Can prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daeratr adalatr Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daeratr otonom.
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Menetapkan 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja 
Utara Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 82). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TORAJA UTARA 

dan 

BUPATI TORAJA UTARA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN 
NOMOR 10 

D.A.ER.\H 
TAHUN 

KABUPATEN TORAJA UTARA 
2017 TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 82) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebazai "' ..... ,...;1 ....... t: �c;u �ai uc;.1. i.n..u. • 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
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4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalatr Bupati Toraja Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sela,jutnya

disingkat DPRD adalah lemb"ga peru,'akilan Rakyat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintaha,
daerah.

7. Kepala Daerah adalah Bupati.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda
adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetrliuan bersama
Bupati.

10. Peraturan Bupati yang selanjutrya disingkat perbup
adalah Peraturan Bupati Tora.ia Utara.

I 1. Peraturan DPRD adalah peraturan DPRD yang
ditetapkan ketua DPRD.

12. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan
Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan
DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit,
indiridual dsn fi.nal.

13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum
berbentuk peraturan meliputi perda, perbup,
Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi
Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan
Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan
DPRD.

14. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya
disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari
DPRD atau Pemerintatr Daerah.

15. Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya
disingkat Raperbup adalah Raperbup Bupati
Toraja Utara.

16. Sekretaris Daeratr adalatr Sekretaris Daeratr
Kabupaten Toraqia Utara.

17. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat
Daeratr l(abupaten Toraja Utara.

18. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses
pembuatan peraturan perundang-undangan Caerah
yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan,
perumusan, p€mbahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan.

19. Anggaran Pendapatan dan Belang'a Daeratr
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetqiui bersama oleh Pemerintah
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4. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan. 
5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

7. Kepala Daerah adalah Bupati. 
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda 
adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama 
Bupati. 

10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup 
adalah Peraturan Bupati Toraja Utara. 

11. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD yang 
ditetapkan ketua DPRD. 

12. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan 
Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan 
DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, 
individual dan final. 

13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum 
berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, 
Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi 
Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan 
Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan 
DPRD. 

14. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari 
DPRD atau Pemerintah Daerah. 

15. Rancangan Peraturan Bupati 
disingkat Raperbup adalah 
Toraja Utara. 

16. Sekretaris Daerah adalah 
Kabupaten Toraja Utara. 

17. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Toraja Utara. 

18. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses 
pembuatan peraturan perundang-undangan daerah 
yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, 
pengundangan, dan penyebarluasan. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
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Sekretaris Daerah 

yang selanjutnya 
Raperbup Bupati 



Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

20. Program Pembentukan Perda yang seLanjutnya
disingkat Propemperda adalah instrumen
perencanaan program pembentukan perda yang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis,

21. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang
selanjutnya disebut addah alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk
dalam rapat paripurna DPRD.

22. Naskah Akademik adal,ah naskah hasil penelitian
atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungiawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam Raperda sebagai
solusi terhadap dan kebutuhan
hukum

23. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum
Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran
daerah, dan/atau berita daerah.

24.Autentilikasi adalah salinan produk hukum daerah
sesuai aslinl's.

25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun
tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada
Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas
rancangan produk hukum daerah.

26. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk
hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi
muatan dan telorik penyusunan rancangan sebelum
ditetq.pkan.

27. Evaluaei adalah pengkajian dan penilaian terhadap
rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang
di bidang pemerintahan daerah dan peraturan
perundang-undangan lainnya untuk mengetahui
bertentangan dengan kepentinga.n umum, dan,/atau

perundang-undangan yang lebih tinggi.
28, Nomor Register yang selanjutnya disingftat noreg

adalah pemberian nomor dalam rangka pengarraean
dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah
rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah
daerah sebelum penetapan dan

29. Verifikasi adalah tindakan untuk
antaxa hasil fasilitasi dengan rancangan Perda
sebelum diberikan Noreg.

30. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap
kesesuaian dengan
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Perda untuk

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

20. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya 
disingkat Propemperda adalah instrumen 
perencanaan program pembentukan perda yang 
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 

21. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang 
selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat 
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk 
dalam rapat paripuma DPRD. 

22. Naskah Akademik adalah naskah basil penelitian 
atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya 
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 
pengaturan masalah tersebut dalam Raperda sebagai 
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 
hukum masyarakat. 

23. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum 
Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran 
daerah, dan/ atau berita daerah. 

24. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah 
sesuai aslinya. 

25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun 
tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/ atau kepada 
Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas 
rancangan produk hukum daerah. 

26. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk 
hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi 
muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum 
di i,.. itetap ..... �11. 

27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap 
rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang 
di bidang pemerintahan daerah dan peraturan 
perundang-undangan lainnya untuk mengetahui 
bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

28. Nomor Register yang selanjutnya disingkat noreg 
adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan 
r1 ib d . . tr . t 1.,- tah . . I h nan terti a mmis asi un ux menge ur JUm a 
rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah 
daerah sebelum dilakukannya penetapan dan 
pengundangan. 

29. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan 
antara basil fasilitasi dengan rancangan Perda 
sebelum diberikan Noreg. 

30. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap 
Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan 
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peraturan perundang-undangan lebih tinggi,
kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

31. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang
dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis,
fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 4 dihapus, sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
a. peraturan; dan
b. penetapan.

(2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Bupati;
c. dihapus; dan
d. Peraturan DPRD.

(3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas:
a. Keputusan Bupati;
b. Keputusan DPRD;
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan I (satu)
ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DpRD
dan Pemerintatr Daerah.

(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan
untukjangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala
prioritas pembentukan Raperda.

(3) Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Bapemperda dan Bagren Hukum berdasarka-n
kriteria:
a. perintah peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daeratr.
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peraturan perundang-undangan lebih tinggi, 
kepentingan umum dan/ atau kesusilaan. 

31. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang 
dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai denganjenis, 
fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 4 dihapus, sehingga 
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Produk Hukum Daerah berbentuk: 
a. peraturan; dan 
b. penetapan. 

(2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
atas: 
a. Peraturan Daerah; 
b. Peraturan Bupati; 
c. dihapus; dan 
d. Peraturan DPRD. 

(3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. Keputusan Bupati; 
b. Keputusan DPRD; 
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan 
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 12 

(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD 
dan Pemerintah Daerah. 

(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan 
untukjangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala 
prioritas pembentukan Raperda. 

(3) Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh 
Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan 
kriteria: 
a. perintah peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi; 
b. rencana pembangunan daerah; 
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan; dan 
d. aspirasi masyarakat daerah. 
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(3a) Penyusunan dan penetapan Propemperda
mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan
Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan
penambahan paling banyak 2592o (dua puluh lima
persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan
pada talrun sebelumnya,

(4) Penyusunan dan penetapan Propemperda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang
APtsD.

4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 2 (dua)

ayat yatori ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 19

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Bagiafl hukum melakukan penyelarasan naskah

akademik Raperda yang diterima dari Perangftat

Daerah.
(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan

naskah akademik RaPerda.

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan

mengikutsertakan pemangku kepentingan'
(3a| Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'

mengikutsertakan Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan

daerah.
(3b) Keikutsertaan Perangt<at Daeratr yang meLaksanakan

fungsi penelitian dan pengembangan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3a)' dapat berupa

*""rt"tt tertulis dan/atau tanggapan secara lisan

dalam raPat PenYelarasan '
(a) Bagian hukum melalui Selcetaris Daerah

*"rry"*paikan kembali naskah akademik Raperda

y.rtg t"f"ft dilakukan penyelarasan keplda Perangkat

baerah disertai dengan penjelasan hasil

penYelarasan.

5. Diantara Pasal2zdan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal22A

(l) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh
' ' 

"rrggot, 
DPRD, komisi, gg'bungan komisi atau

Bapemperda berdasarkan Propemperda'

(2) piam penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD'

DPRD dapat membentuk panitia khusus'

(3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada
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(3a) Penyusunan dan penetapan Propemperda 
mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan 
Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan 
penambahan paling banyak 25<% (dua puluh lima 
persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan 
pada ta.hun sebelumnya. 

(4) Penyusunan dan penetapan Propemperda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang 
APBD. 

4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 2 (dua) 
ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 19 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

(1) Bagian hukum melakukan penyelarasan naskah 
akademik Raperda yang diterima dari Perangkat 
Daerah. 

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan 
naskah akademik Raperda. 

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan 
mengikutsertakan pemangku kepentingan. 

(3a) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
mengikutsertakan Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan 
daerah. 

(3b) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan 
fungsi penelitian dan pengembangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), dapat berupa 
masukan tertulis dan/ atau tanggapan secara lisan 
dalam rapat penyelarasan. 

(4) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah 
menyampaikan kembali naskah akademik Raperda 
yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat 
Daerah disertai dengan penjelasan hasil 
penyelarasan. 

5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22A 

(1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh 
anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau 
Bapemperda berdasarkan Propemperda. 

(2) Dalam penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD, 
DPRD dapat membentuk panitia khusus. 

(3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (2l., memiliki masa ke{'a paling lama 1 (satu)
tahun.

(a) Apabila panitia khusus dalam penyusunan Raperda
tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun,
penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD
dilanjutf<an oleh Bapemperda.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
(1) Dihapus.
(2) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD,

komisi, gabungan komisi, atau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai
penjelasan atau dan/atau naskatr
akademik.

{3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksuC
pada ayat (1) memuat:
a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
b. daftar nama; dan
c. tanda tangan pengusul.

(4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 yaurrg telah melalui pengkajian dan
memuat:
a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaren yang ingin diumjudkan;
c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang

alan diatur; dan
d. jangkauan dan arah pengaturan.

(5) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat
DPRD,

7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 30 disisipkan 2 (dua)
ayat yalmi ayat (1a) dan ayat (tb), sehingga pasal 30
berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 30

(l) Raperdayang berasal dari DpRD atau Bupati dibahas
oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan
persetujuan bersama.

(1a) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau
berhalangan tefep sesuai dengan ketentuan

rancangan
Perda dilalukan oleh Pelaksana Tugas, pelaksana
Harian, Penjabat Sementara atau penjabat Kepala
Daerah.

E

(1b) Pelaksana T\rgas, Pelaksana Harian, penjabat

ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) 
tahun. 

(4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan Raperda 
tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, 
penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD 
dilanjutkan oleh Bapemperda. 

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 
( 1) Dihapus. 
(2) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, 

komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai 
penjelasan atau keterangan dan/atau naskah 
akademik. 

(3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memuat: 
a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; 
b. daftar nama; dan 
c. tanda tangan pengusul. 

(4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, 
memuat: 
a. latar belakang dan tujuan penyusunan; 
b. sasaran yang ingin diwujudkan; 
c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang 

akan diatur; dan 
d. jangkauan dan arah pengaturan. 

(5) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat 
DPRD. 

7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 2 (dua) 
ayat yakni ayat (la) dan ayat (lb), sehingga Pasal 30 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30 

(1) Raperdayang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas 
oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan 
persetujuan bersama. 

(la) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau 
berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan, pembahasan rancangan 
Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana 
Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala 
Daerah. 

( 1 b) Pelaksana Togas, Pelaksana Harian, Penjabat 
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Sementara atau Penjabat Kepa1a Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam
melakukan pembahasan Perda inisiasi baru,
harus mendapa+J<an persetujuan tertulis dari
Menteri.

(2) Pembahasan sebagqimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu
pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) meliputi:
a. dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan

dengan:
1 ranialaoan Ehrnafi rlalam ranaf nar'nrrmar. liv..Jv.s*r. vxlrBs usE^r a4lr4L lrB^rlrsrarB

mengenai Raperda;
2. pemandangan umum fraksi terhadap Raperda;

dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap

pemandangan umum fraksi.
b. dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan

dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan

gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau
pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna
mengenai Raperda;

2. pendapat Bupati terhadap Raperda; dan
3. tanggapaa darr/atau jawaban fraksi terhadap

pendapat Bupati.
c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan

komisi, atau panitia khusus yang dilakukan
bersama dengan Bupati atau pejabat yang
ditunjuk untuk meu'akilinya.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam
ayat {21 meliputi:
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna

yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan komisi,

pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia
khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil
pembahasan; dan

l) naminfaan narcafrrirran rlari anccnfo sa^or.a
-. PVIIrlul@a lrvrgvLuJql+l u4ll qrIHEvs gvvsg

lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b. pendapat akhir Bupati.

8. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal
yakni Pasal 34A., Pasal 34B dan Pasal 34C-, sehinga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Pembinaan terhadap rancangan Perda, Peraturan
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Sementara atau Penjabat Kepala Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (la) dalam 
melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, 
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 
Menteri. 

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu 
pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. 

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) meliputi: 
a. dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan 

dengan: 

mengenai Raperda; 
2. pemandangan umum fraksi terhadap Raperda; 

dan 
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap 

pemandangan umum fraksi. 
b. dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan 

dengan: 
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan 

gabunga.n komisi, pimpinan Bapemperda, atau 
pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna 
mengenai Raperda; 

2. pendapat Bupati terhadap Raperda; dan 
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap 

pendapat Bupati. 
c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan 

komisi, atau panitia khusus yang dilakukan 
bersama dengan Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk untuk mewakilinya. 

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) meliputi: 
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripuma 

yang didahului dengan: 
1. penyampaian laporan pimpinan komisi, 

pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia 
khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil 
pembahasan; dan 

2. permintaan persetujuan dari anggota secara 
lisan oleh pimpinan rapat paripuma. 

b. pendapat akhir Bupati. 

8. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal 
yakni Pasal 34A, Pasal 34B dan Pasal 34C, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 34A 

(1) Pembinaan terhadap rancangan Perda, Peraturan 
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Bupati dan peraturan DPRD dilakukan oteh Gubernur
dengan mekanisme fasilitasi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat lvajib.

Pasal 34 B

(1) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34A ayat (1) dilakukan setelah
pembicaraan tingkat I selesar.

(2) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap
rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

(3) Fasilitasi terhadap Raperbup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap
rancangan Peraturan Bupati yang dievaluasi.

Pasal 34C

(1) Bupati menq4iukan permohonan Noreg kepada
Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan
penyempumaan terhadap Raperda yang dilakukan
Evaluasi dan Fasilitasi.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
pacia ayat (U <ialam bentuk surat yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Bupati.

(3) Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provrnsi memberik-an Noreg setela-h melakukan
Verifikasi terhadap Raperda yang telah dilakukan
penyempurnaan.

(a) Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan
Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil
Fasilitasi, Raperda tidak diberikan Noreg.

(5) Raperda yang belum mendapatkan Noreg
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat
ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan
dalam lembaran daerah.

9. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi
sebagai berikut:

BAB VI

PEMBEN.TUKAN PERA'TU_RAN BUPATI

10. Ketentuan Pasal 38 diubatr, sehingga Pasal 38 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Untuk melaksanakan Perda atau
peraturan perundang-undangan,
menetaphan Perbup.

atas kuasa
Bupati
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Bupati dan peraturan DPRD dilakukan oleh Gubernur 
dengan mekanisme fasilitasi. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
bersifat wajib. 

Pasal 34 B 

(1) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34A ayat (1) dilakukan setelah 
pembicaraan tingkat I selesai. 

(2) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap 
rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi. 

(3) Fasilitasi terhadap Raperbup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap 
rancangan Peraturan Bupati yang dievaluasi. 

Pasal 34C 

(1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada 
Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan terhadap Raperda yang dilakukan 
Evaluasi dan Fasilitasi. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam bentuk surat yang 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama 
Bupati. 

(3) Gubemur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah 
Provinsi rnemberikan Noreg setelah melakukan 
Verifikasi terhadap Raperda yang telah dilakukan 
penyempurnaan. 

(4) Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan 
Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil 
Fasilitasi, Raperda tidak diberikan Noreg. 

(5) Raperda yang belum mendapatkan Noreg 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat 
ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan 
dalam lembaran daerah. 

9. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi 
sebagai berikut: 

BAB VI 

P.h;M8.h;NTUKAN PKl<ATUI<AN 8UPAT1 

10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 38 

(1) Untuk melaksanakan Perda atau atas 
peraturan perundang-undangan, 
menetapkan Perbup. 

kuasa 
Bupati 
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{2} Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun
Raperbup.

(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

setelah disusun disampaikan kepada Bagian hukum
untuk dilakr.rkan pembahasan, harmonisasi dan
sinkronisasi dengan Perangkat Daeratr terkait.

11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi
sehesai hcribrrf'

Pasal 39

(1) Bupati membentuk fim Penyusunan Perbup.
(2) fim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Burpn-ti.
(3) fim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

atas:
a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah

Pemrakarsa atau pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati;

b. Sekretaris : Kepala Bagran Hukum; dan
c. Anggota : Perangkat Daeratr terkait.

(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (21

melapork*an perkembangan Raperbup kepada
Sekretaris Daerah.

12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi
sebagai berikrt:

Pasal 40

(1) Raperbup yang telah dibahas harus mendapatkan
paraf koordinasi pada tiap halaman dari Kepala
Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait.

{2} Kepala Perangkat Daerah atau pejabatyang ditunjuk
mengajukan Raperbup yang telah mendapat paraf
koordinasi sebagaiglalla dimaksud pada ayat (U
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

13. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga Pasal 41 berbun5ri
sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubaharr
dan/atau pen_vempurrraan terhadap Raperbup yang
telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1).

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Raperbup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

(3) Hasil perubatran dan/atau penyempurnaan
raperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (21

disampaikan kepada Sekretaris Daeratr setelatr
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(2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun 
Raperbup. 

(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
setelah disusun disampaikan kepada Bagian hukum 
untuk dilakukan pembahasan, harmonisasi dan 
sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait. 

11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 39 

(1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbup. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan BupatL 
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

atas: 
a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah 

Pemrakarsa atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Bupati; 

b. Sekretaris: Kepala Bagian Hukum; dan 
c. Anggota : Perangkat Daerah terkait. 

(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melaporkan perkembangan Raperbup 
Sekretaris Daerah. 

12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 40 

(1) Raperbup yang telah dibahas harus mendapatkan 
paraf koordinasi pada tiap halaman dari Kepala 
Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait. 

(2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk 
mengajukan Raperbup yang telah mendapat paraf 
koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

13. Ketentuan Pasal 41 diubah. sehinzaa Pasal 41 berbunvi , <-XJ v 

sebagai berikut: 
Pasal 41 

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan 
dan/atau penyempurnaan terhadap Raperbup yang 
telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (1). 

(2) Perubahan dan/atau penyempumaan Raperbup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 
kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa. 

(3) Hasil perubahan dan/atau penyempumaan 
raperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah 
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dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum
dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.

(4) Sekretaris Daerah rancangan
sebagsimana dimaksud pada ay,at (3) kepada Bupati
untuk ditetapkan.

14. Ket€ntuan Pasal 45 ayat (2) huruf c diubah, sehingga
Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Peraturan DPRD tentang kode etik Pasal 43 ayat (2)

huruf b disusun oleh DPRD yang memuat nonna
yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama
menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,
kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik
sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) paling rendah
memust:

kode etik;
tujuan kode etik;
pengaturan mengenai:

ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
sikap dan perilaku anggota DPRD;

tata kerja anggota DPRD;

ta:t^ hubungan antar
pemerintahan daerah;

5. tata hubungan antar anggota DPRD;

6. tata hubungan antaxa anggota DPRD dengan
pihak lain;

7, penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban,

dan sanggahan;
8. kewajiban anggota DPRD;

9. larangan bagi anggota DPRD;

10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh

anggota DPRD;

11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi;

dan
12. rehabilitasi.

15. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55

sebapi berikut:
Pasal 55

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang

berbentuk Perbup dilakukan oleh Bupati.

(2) Penandatanganan Peraturan Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3

(tica).

a.
b.
c.

I
2
3
4

L2

dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum 
dan pimpinan Perangkat Daerah terkait. 

(4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati 
untuk ditetapkan. 

14. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c diubah, sehingga 
Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 45 

(1) Peraturan DPRD tentang kode etik Pasal 43 ayat (2) 
huruf b disusun oleh DPRD yang memuat norma 
yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama 
menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, 
kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. 

(2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 
memuat: 
a. pengertian kode etik; 
b. tujuan kode etik; 
c. pengaturan mengenai: 

1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji; 
2. sikap dan perilaku anggota DPRD; 
3. tata kerja anggota DPRD; 
4. tata hubungan antar penyelenggara 

pemerintahan daerah; 
5. tata hubungan antar anggota DPRD; 
6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan 

pihak lain; 
7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, 

dan sanggahan; 
8. kewajiban anggota DPRD; 
9. larangan bagi anggota DPRD; 
10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh 

anggota DPRD; 
11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; 

dan 
12. rehabilitasi. 

15. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 55 

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang 
berbentuk Perbup dilakukan oleh Bupati. 

(2) Penandatanganan Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 
(tiga). 
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(3) Pendokumentasian naskah asli peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oreh:
a. Sekretaris Daerah;
b. Bagian Hukum ; dan
c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

16. Pasal 56 dihapus.

17- Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga pasal 63 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
a. Peratur-anr Daeratr, per-aturanr Bupati dan

Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum;
dan

b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusam
pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan
Kehormatan DPRD dil;akukan oleh Sekretaris
DPRD.

(2) Penomoran Produk Hukum Daerah yang berupa
peraturan mengguna.kan nomcr bulat.

(3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk penetapan,
menggunakan nomor kode klasifikasi.

18. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga pasal 66 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah
ditetapkan diundangkan dalam Berita Daeratr.

(2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.

19. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD muLai berlaku
dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal
diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

(2) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD yang telah
diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada gubernur.

20. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi
sebegai berikut:
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(3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Bagian Hukum; dan 
c. Perangkat Daerah pemrakarsa. 

16. Pasal 56 dihapus. 

17. Ketentuan Pasal 63 diubah. sehinzea Pasal 63 berbunvi 
' """"" .., 

sebagai berikut: 
Pasal 63 

(1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap: 
a. Peraturan Daerah, P�1ct.tu1cu1 Bupati dan 

Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum; 
dan 

b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusam 
pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan 
Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris 
DPRD. 

(2) Penomoran Produk Hukum Daerah yang berupa 
peraturan menggunakan nomor bulat. 

(3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk penetapan, 
menggunakan nomor kode klasifikasi. 

18. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 66 

(1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah 
ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah. 

(2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. 

19. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 67 

(1) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD mulai berlaku 
dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 
diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

(2) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD yang telah 
diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada gubemur. 

20. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi 
sebagai berikut: 
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Pasal 68

Perda dan Perbup yang telah ditetapkan, diundangkan
oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum.

21. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Produk Hukum Daerah yang telatr ditandatangani
dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan
autentifikasi.

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:
a. bagian hukum untuk peraturan daerah, peraturan

bupati dan keputusan bupati;
b. Sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD,

keputusan DPRD, keputusam pimpinan DPRD,
dan keputusan badan kehormatan DPRD.

(3) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum
Daerah yang telah ditetapkan daurr/ atau
diundangkan dilakukan Bagian Hukum dan/atau
Perangkat Daerah pemra-karsa.

(4) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum
Daeratr di lingkungan DPRD dilakukan oleh
sekretaris DPRD.

ZZ.Ketentuan Pasal 71 diubatr, sehingga Pasa! TL berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan dan/a-tar-r tertulis dalam pembentukan Perda,
Peraturan Bupati dan atau Peraturan DPRD.

(2) Masukan secaralisan dan/atau tertulis sebagiarmana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, danf atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan orang perseorangan atau k*elompok
orang yang mempunyai kepentingan atas sub$tansi
Raperda, Raperbup, danf atau Peraturan DPRD.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan
masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap Raperda, Raperbup
dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses
d.engan mudah oleh masyarakat.
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Pasal 68 

Perda dan Perbup yang telah ditetapkan, diundangkan 
oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

21. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 69 

(1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani 
dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan 
au ten tifikasi. 

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh: 
a. bagian hukum untuk peraturan daerah, peraturan 

bupati dan keputusan bupati; 
b. Sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, 

keputusan DPRD, keputusam pimpinan DPRD, 
dan keputusan badan kehormatan DPRD. 

(3) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum 
Daerah yang telah ditetapkan dan/ atau 
diundangkan dilakukan Bagian Hukum dan/atau 
Perangkat Daerah pemrakarsa. 

(4) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum 
Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh 
sekretaris DPRD. 

22. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 71 

( 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara 
lisan dan/a.tau tertulis dala.m pembentukan Perda; 
Peraturan Bupati dan atau Peraturan DPRD. 

(2) Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 
a. rapat dengar pendapat umum; 
b. kunjungan kerja; 
c. sosialisasi; dan/atau 
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan orang perseorangan atau kelompok 
orang yang mempunyai kepentingan atas substansi 
Raperda, Raperbup, dan/atau Peraturan DPRD. 

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan 
masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), setiap Raperda, Raperbup 
dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses 
dengan mudah oleh masyarakat. 
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2S.IGtenhran Pasal 72 dltbnh, sehingga Pasal 72 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal72

(U Setiap tahapan perabenfukan Produk tlukum Daeralr
yang berbenttrk Peraturan Daemh, hraturan tsupati,
dan Peraflrran DPRD dapat mengikutsertakan
perancang perahrran perundans-undangan.

(2) Selain perancang peraturan penrndang-undangan
sebagaimana dimakud pada ayat (U, tatrapan
pembenfirkan Perahrran Daerah, Perahrran Bupati,
dan Peraturan DPRD dapat mengikuteertakan
pcoeliti dan tenaga ahli.

hsal II

Peraflrran Daerah ini
diundangfuan.

mulai berlaku pada tanggal

Aggr setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan
pengundangan Ferahrran Daeratr ini dengan
penempatannya rlqlam L€mbaran Daeratr Kabupaten Toraja
Utaxa.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal lZ Desembr ZO2O

UTARA,

it

i ::"I

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 17 Deeember 2OZA

i-\ ti

UTARA,

LEMBARAN DAERAH IGBUPATEN TORAIA UTARA TAHUN 2O2A NOMOR 9

NOREG PERAT{IRAT{ DAERAH IilBI,'PATEN TORAIA UTARA PROVINSI
SUI,AWESI SEL{TAN NOMOR B.HK.OO8. I 39.20
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23. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasa.1 72 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 72 

( 1) Setiap tahapan pembentukan Prod.uk Hukum Daerah 
yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 
dan Peraturan DPRD dapat mengikutserta.kan 
perancang peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan 
pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 
dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan 
peneliti dan tenaga ahli. 

Pasal n 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah 1D1 dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupa.ten Toraja 
Utara. 

Diundangkan di Rantepao 
pada tanggal 17 Desember 2020 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 9 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINS! 
SULAWESI SELATAN NOMOR B.Hk.008. 139.20 
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN

PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM
Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menganut pembagian kekuasaan baik secara horisontal
maupun vertikal. Pembagian secara horisontal diaktualisasikan dalam
bentuk lembaga-lembaga negara disertai kekuasaan yang melekatnya,

sedangkan pembaglan secara vertikal dilakukan antara Pemerintah Rrsat
dengan Pemerintah Daerah melalui kebiiatran otonomi daeratr dag

desentralisasi. Adapun kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi

kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke

bawatr, namun pada prinsipnya perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari
bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintatran daeratr

sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi

daerah tersebut.

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu tuntutan dari
adanya hubungan antara pusat dan daeratr datam bentuk negara kesatuan

berdasarkan prinsrp otonomi. Kewenangan daeralr membentuk Froduk

Hukum Daerah merupakan manilbstasi dari kebijakan otonomi daerah

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya Pemerintah Daerah mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan.

Produk Hukum Daerah merupakan instrumen penting dalam

penyelenggaraan pemerintatran daerah, sebab materi muatan Froduk

Hu}nrm Daerah adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi daerah serta

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tingg.

Daerah berhak menetapkan kebiiakan daerah untuk menyelenggarakarr

L6

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 

PRODUK HUKUM DAERAH 

I. UMUM 
Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menganut pembagian kekuasaan baik secara horisontal 
maupun vertikal. Pembagian secara horisontal diaktualisasikan dalam 

bentuk lembaga-lembaga negara disertai kekuasaan yang melekatnya, 
sedangkan pembagian secara vertikal dilakukan antara Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintah Daerah melalui kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi. Adapun kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi 

kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke 
bawah, namun pada prinsipnya perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari 

bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah 

sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi 
daerah tersebut. 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu tuntutan dari 

adanya hubungan antara pusat dan daerah dalam bentuk negara kesatuan 

berdasarkan prinsip otonomi. Kewenangan daerah membentuk Produk 

Hukum Daerah merupakan manifestasi dari kebijakan otonomi daerah 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya Pemerintah Daerah mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan. 
Produk Hukum Daerah merupakan instrumen penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab materi muatan Produk 

Hukum Daerah adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi daerah serta 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi. 

Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan 
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urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kebljakan
daerah tersebut wajib berpedoman pada norrna, standar, prosedur dan
kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah hrsat.

Peraturan Daeratr ini merupakan perubatran terhadap Peraturan

Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tatrun 2OL7 tentang Pedoman

Pembentukan Produk Hukum Daerah karena adanya beberapa mutan
materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan
hukum Kabupaten Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASA
Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN TORA"IA UTARA NOMOR 119

tl

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kebijakan 

daerah tersebut wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan 

kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
Peraturan Daerah ini merupakan perubahan terhadap Peraturan 

Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Daerah karena adanya beberapa mutan 

materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan 

hukum Kabupaten Toraja Utara. 

II. PASAL DEMI PASA 
Pasal I 

Cukup jelas. 
Pasal II 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 119 
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